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ABSTRACT 
 
This research aimed to identify the factors that brought the conflict between PT. 
Pagilaran and formers in Batang regency over the land PT. Pagilaran owns from 
the concession rights dan to study how the conflict was settled. The research was 
conducted in the villages of Kalisari, Keteleng, Bismo, Gondang, and Bawang, 
which locate in Blado Sub-district, Batang regency, Central Java. The research 
subjects were 1) the respondents, selected based on a Purposive Random 
Sampling from society in the above-mentioned villages, who formerly occupied 
the land before it was taken over by PT. Pagilaran and 2) resource persons from 
the Regional Office of The Bureau of National Land Affairs (BPN)-Central Java, 
the BPN Batang Regency, and the Institute for Legal Assistance-Semararig. The 
research used the primary data obtained directly from the subjects by means of 
interviews. The data analysis was qualitative, adopting an interactive analysis 
model.The research presents the following results : First, the factors that led to the 
conflict over the land owned by PT. Pagilaran from the concession rights are 
identified to be tha claim made by the farmers who formerly occupied the land, 
the lack of compensation when the land was taken over, the negative image of PT. 
Pagilaran, the role of the party who facilitated the claim, an the repressive action 
taken by PT. Pagilaran with help from apparatus. Second, the settlement of the 
conflict was carried out both outside and inside the court. Outside the court, the 
measures were winning the support from the policy-making institution and 
renewing the physical data of PT. Pagilaran's land to get a chance for 
strengthening the farmers position. Inside the court, the measure was bringing into 
the court the persons who did the marking, divided the land into lots, and 
destroyed the plants and land on the area of concession. Consequently, the 
measures do not get the root causes of the conflict. 
 
Keywords : land conflict 
 
 
I. LATAR BELAKANG 
Permasalahan agraria nasional di subsektor perkebunan tidak dapat 
dilepaskan dan sejarah kolonialisme. Lewat kolonialisme, khususnya Belanda, 
sistem perkebunan Indonesia men gal a mi perubahan dan usaha tambahan untuk 
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usaha tani pangan menjadi suatu sistem usaha tani yang memiliki skala ekonomi 
besar dan kompleks. Ciri-cirinya menggunakan a real pertanahan yang luas, padat 
modal, menggunakan tenaga kerja yang besar dengan pembagian kerja yang rinci 
dan struktur hubungan kerja yang rapi. berteknologi modern, dan berorientasi 
pada pasar.2 
Sengketa tanah di perkebunan tidak dapat dipisahkan dan penderitaan 
masyarakat di   sekitar   kebun.   Hasil   penelitian   Konsorsium   Pembaharuan   
Agraria   (KPA) menyebutkan antara lain, bahwa pada tahun 1993 sekitar 3,80 
juta hektar tanah dikuasai oleh perkebunan besar. Luas tanah tersebut hanya 
dikuasai oleh 1.206 perusahaan, baik BUMN, Swasta, maupun bentuk usaha lain. 
Hak penguasaan tanah-tanah tersebut kemudian diberikan kepada perusahaan-
perusahaan perkebunan, baik dalam bentuk HGU, HGB, Hak Pakai, maupun hak 
lainnya atau tanpa pengakuan hak secara formal. Menurut catatan BPS, sekitar 
82,87% tanah negara itu penguasaannya diberikan kepada perkebunan dalam 
bentuk HGU.3 
Persoalan penetapan tanah negara ini sering kali menjadi awal sengketa 
antara pihak perkebunan atau calon penguasa HGU perkebunan dangan rakyat 
yang telah menguasai tanah tersebut sejak lama, sehingga dalam hal ini sengketa 
yang muncul adalah antara rakyat dengan perusahaan perkebunan akibat klaim 
tanah negara. Sengketa lain yang muncul adalah soal pemberian HGU kepada 
perusahaan perkebunan di atas sejumlah tanah yang diklaim hak otomatis dan 
perusahaan yang bersangkutan sehubungan dengan kebijakan nasionalisasi 
perusahaan-perusahaan perkebunan asing di tahun 1950-an. 
Sengketa tanah di perkebunan dapat disebabkan antara lain karena tujuan 
pemberian HGU sudah tidak sesuai lagi dengan kenyataan sebenamya, misalnya 
tidak lagi dilakukan pengusahaan dengan baik ataupun perusahaan diserahkan 
kepada pihak lain selama lebih dan satu tahun (Pasal 34 UUPA). Di samping itu 
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juga disebabkan kebijakan pemberian HGU terkadang berada di atas tanah yang 
telah dikuasai atau digarap oleh penduduk setempat secara turun temurun, 
sebagaimana dalam kasus sengketa tanah HGU PT. Pagilaran di Kecamatan Blado 
Kabupaten Batang Jawa Tengah. 
Perkebunan yang dikuasai oleh PT. Pagilaran saat ini merupakan 
perkebunan Belanda yang telah dikelola sejak tahun 1880. Atas instaiksi penjajah 
Jepang, sejak tahun 1942 perkebunan tersebut dikerjakan oleh petani dan 
selanjutnya disewa oleh para pemodal dari Eropa. Saat itu juga, kurang lebih sejak 
tahun 1942, petani telah menggarap lahan perkebunan teh tersebut seluas 450 
hektar. Pada tahun 1964, atas jasa Universitas Gadjah Mada, PenXebunan Negara 
Pagilaran (untuk selanjutnya disingkat PN. Pagilaran) dihibahkan ke Fakultas 
Kehutanan dan Pertanian UGM dengan status Hak Guna Usaha selama 20 (dua 
puluh) tahun dengan luas kurang lebih 663 hektar. Setelah meletusnya G 30 S 
PKI, tanah garapan petani di luar 663 hektar tersebut diambil dengan dalih bahwa 
tanah tersebut adalah milik bekas anggota PKI. Setelah itu, petani tidak lagi 
mempunyai akses terhadap tanah garapannya. 
Ketika masa HGU PT. Pagilaran berakhir pada tahun 1983, perusahaan 
perkebunan tersebut memperpanjang lagi selama 25 tahun melalui terbitnya SK 
Mendagri Nomor 15/HGU/DA/1983 (berakhir pada tahun 2008), dengan luas 
kurang lebih 1.113, 838 hektar. Dengan demikian sebesar kurang lebih 450 hektar 
luas areal HGU PT. Pagilaran tersebut bertambah. Hal itu berarti ada tanah 
garapan petani yang masuk dalam areal HGU. Hal inilah kemudian menimbulkan 
sengketa antara petani penggarap dengan PT. Pagilaran sebagai pemegang HGU. 
Sengketa tanah antara PT. Pagilaran dengan petani penggarap tersebut telah 
dilakukan upaya penyelesaian. Akan tetapi penyelesaian sengketa tersebut 
temyata tidak memuaskan para petani sebagai pthak yang dahulu pernah 
menggarap tanah sebelum dikelola oleh PT. Pagilaran.Walaupun telah dilakukan 
penyelesaian sedemikian rupa, namun di sisi lain para petani penggarap sendiri 
menganggap bahwa seluas kurang lebih 450 hektar dari seluruh luas tanah HGU 
tersebut merupakan tanah petani yang telah digarap secara turun-temurun, yang 
pengambilalihannya tidak mempematikan sisi-sisi keadilan dan prosedur ganti 
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kerugian yang tidak jelas. Oleh karena itu, para petani penggarap kemudian 
mengadakan aksi perlawanan untuk memperoleh kembali hak garap terhadap 
tanah mereka. Salah satu faktor yang munculnya aksi tersebut antara lain adalah 
ketidakinginan dari sebagian besar petani untuk kehilangan akses terhadap tanah 
garapan yang telah menjadi sumber mata pencaharian mereka selama bertahun-
tahun, di samping adanya faktor-faktor lain. 
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas. maka diadakan penelitian mengenai 
Faktor-faktor yang menjadi latar belakang munculnya sengketa tanah HGU antara 
PT. Pagilaran dengan Petani di Kabupaten Batang, serta bagaimanakah 
penyelesaian sengketa tanah HGU antara PT. Pagilaran dengan Petani di 
Kabupaten Batang tersebut. 
 
II. METODE PENELITIAN 
Penelitian  yang  dilakukan  ini   merupakan jenis  penelitian  yuridis 
empiris dengan mengambil lokasi di Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, 
Propinsi Jawa Tengah. Pemilihan lokasi berdasarkan fakta, bahwa sengketa tanah 
HGU antara PT. Pagilaran dengan petani berada di Wilayah Kecamatan Blado, 
Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah, yang menjadi objek penelitian penulis. 
Responden dalam penelitian ini adalah warga masyarakat desa sekitar areal 
perkebunan, yaitu Desa Kalisari, Desa Keteleng, Desa Bismo, Desa Gondang, dan 
Desa Bawang, serta PT. Pagilaran sebagai pemegang HGU. Penentuan populasi 
yang dijadikan responden dilakukan dengan menggunakan teknik Purposive 
Sampling, yang memberikan kriteria tertentu bagi populasi untuk terpilih sebagai 
sampel. Kriteria tertentu itu adalah responden merupakan subjek yang terlibat 
dalam sengketa tanah HGU yang pernah menggarap tanah yang menjadi sengketa, 
dan responden merupakan penduduk asli di wilayah sekitar areal HGU. 
Narasumber dalam penelitian ini adalah Badan Pertanahan Nasional Kantor 
Wilayah Jawa Tengah dan BPN Kabupaten Batang, serta Lembaga Bantuan 
Hukum Semarang. 
Jenis data yang dipergunakan adalah data primer, yaitu data yang langsung 
diperoleh oleh peneliti dari lapangan atau sumber-sumber langsung dari subjek 
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penelitian. Data primer diperoleh dari masyarakat petani di kelima desa tersebut 
dan PT. Pagilaran Bagian Unit Kebun. Kemudian data dari Narasumber baik dari 
instansi-instansi pemerintah dan LBH Semarang sebagaimana tersebut di atas. 
Terhadap responden masyarakat petani dan PT. Pagilaran,serta narasumber 
dilakukan dengan menggunakan alat berupa wawancara tidak terstruktur. 
Jenis analisis data adalah analisa data kualitatif, dengan menggunakan 
model analisa interaktif. Model analisa interaktif adalah model analisa dimana 
tahap analisa dimulai dari pengumpulan data dari sumber. Kemudian data tersebut 
diseleksi dan disesuaikan dengan objek atau sasaran penelitian. Langkah 
selanjutnya adalah menyusun data yang telah terseleksi, kemudian ditarik 
kesimpulan, jika kesimpulan dirasakan kurang maka diadakan verifikasi dan 
pengumpulan data kembali, dan kemudian proses ini akan berlanjut kepada 
seleksi data dan seterusnya.4 
 
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Faktor-Faktor Terjadinya Sengketa Tan ah HGU PT. Pa gi la ran  
Dengan Petani di Kabupaten Batang 
Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor terjadinya sengketa tanah HGU 
PT. Pagilaran dengan petani di Kabupaten Batang, dapat diuraikan sebagai 
berikut: 
1. Faktor-Faktor Yang Berasal dari Petani 
a. Adanya klaim bahwa sebagian tanah Perkebunan PT. Pagilaran 
adalah hak warga masyarakat. 
Berdasarkan sejarah penguasaan tanah di kelima desa yaitu 
DesaKalisari, Desa Gondang, Desa Bawang. Desa Bismo, dan Desa 
Keteleng, diperoleh keterangan dari para responden yang pada umumnya 
mengungkapkan bahwa jauh sebelum orang luar datang dan menguasai 
tanah, warga dari lima desa tersebut telah membuka, bermukim dan 
mengolah tanah hasil bukaan orang tua mereka yang dilahirkan di daerah 
                                                           
4
 Sutopo, HB, Metode Penelitian Kualitatif Dengan Pemahaman Lewat Karakteristik Teori 
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itu. Sebelum dijadikan areal perkebunan oleh Belanda, di Desa Kalisari 
terdapat kampung asli warga Kalisari yang berhimpitan dengan lokasi 
pemakaman warga setempat.  
Demikian juga di Desa Bismo, Desa Gondang, Desa Bawang, dan 
Desa Keteleng, yang berdasarkan keterangan dari para responden juga 
mengungkapkan bukti-bukti fisik yang sama. Selanjutnya, pada saat tanah-
tanah tersebut di sewa oleh Belanda, hampir semua tanah garapan yang 
telah disewa dikosongkan dari pemukiman dan pertanian petani, dan 
kemudian tanah-tanah tersebut dijadikan perkebunan. Selain itu, dibangun 
juga emplasemen (perumahan pabrik), para petani yang terpaksa bekerja 
pada perusahaan akhimya menempati emplasemen. Penguasaan tanah 
lewat sewa menyewa tersebut berlangsung sampai Jepang datang menjajah 
ke Indonesia. 
Penjajah Jepang kemudian menginstruksikan kepada para petani 
untuk menggarap tanah-tanah tersebut dengan tanaman jagung dan 
tanaman palawija. Luas tanah yang dijadikan sebagai lahan garapan 
tersebut adalah kurang lebih 450 hektar, yang tersebar di lima desa, yaitu 
Desa Kalisari, Desa Gondang, Desa Bismo, Desa Bawang, dan Desa 
Keteleng. 
Setelah kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, Belanda 
datang bersama/menunggangi sekutu (Inggris) pada tahun 1947-1948. 
Belanda mencoba menguasai kembali tanah-tanah perkebunan yang ada di 
wilayah Kabupaten Batang. Tanah-tanah yang dikelola oleh penjajah 
Belanda adalah seluas 663 hektar, yang merupakan di luar tanah yang 
dikerjakan petani yang luasnya 450 hektar. Oleh Belanda dokumen surat-
surat sewa yang ada pada Lurah dan Sekretaris Desa pada waktu itu 
kemudian diminta dan dimusnahkan. Proses penggarapan tersebut masih 
beriangsung sampai pada saat Perkebunan Pagilaran diambil alih oleh 
Inggris pada tahun 1947. Perkebunan Pagilaran kemudian diberi nama P & 
T Lands dengan luas 663 hektar. Kemudian pada tahun 1959, muncul 
kebijakan tentang nasionalisasi perkebunan-perkebunan yang berada di 
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Indonesia melalui Undang-undang Nomor 86 Tahun 1959 (Lembaran 
Negara tahun 1959 Nomor 31) tentang Nasionalisasi Perusahaan-
Perusahaan Milik Belanda. Oleh karena Perkebunan Pagilaran telah 
dialihkan ke tangan Inggris dan Perkebunan Pagilaran tidak terkena 
nasionalisasi. 
Perusahaan Perkebunan Pagilaran tahun 1963, yang berakhir masa 
hak sewanya, kemudian dikuasai oleh Pemerintah Indonesia setelah 
direbut dari tangan Inggris dengan bantuan dari masyarakat setempat. 
Selanjutnya setelah berada di tangan Pemerintah Rl, perusahaan akhirnya 
berubah nama menjadi PN. Pagilaran dengan luas penguasaan kurang lebih 
663 hektar. Kemudian pada tahun 1964, PN. Pagilaran diserahkan kepada 
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan Surat Menteri Pertanian dan 
Agraria Nomor SK ll/6/Ka-64, yang luasnya 839,19 hektar. Sehingga ada 
penambahan luas sebesar 173,19 dari luas pada saat perkebunan tersebut 
diambil dari tangan Inggris. Pada saat itu para petani masih melakukan 
penggarapan terhadap tanah mereka. 
Setelah peristiwa G 30 S PKI pada tahun 1965, dengan dalih tanah-
tanah di luar areal HGU yang tefah dihibahkan pada tahun 1964 adalah 
tanah-tanah bekas PKI, maka tanah-tanah tersebut akan diambil alih oleh 
Pihak Perkebunan. Luas lahan garapan yang diambil alih adalah sebesar 
450 hektar, dan terse bar di kelima desa. Dengan diambilnya lahan garapan 
petani tersebut maka mereka tidak punya akses lagi tertiadap tanah 
pertanian. Untuk itulah kemudian para petani melakukan reclaiming 
(pengklaiman kembali) lahan-lahan yang pernah menjadi garapan 
mereka.Para petani yang melakukan atau ten1 ibat dalam reclaiming 
tersefaut terdiri dari : 
1. Petani yang  memiliki  klaim  sejarah  pembukaan  hutan yang telah 
menjadi tanah perkebunan. 
2. Petani yang tidak memiliki klaim sejarah, tetapi mereka berada di lokasi 
itu sebagai pendukung perang gerilya untuk kemerdekaan. 
3. Petani yang merupakan gabungan kedua hat tersebut di atas. 
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Upaya pengklaiman kembali tersebut kemudian diwujudkan dalam 
bentuk tindakan pematokan. pengkaplingan, dan penggarapan tanah yang 
termasuk dalam areal HGU PT. Pagilaran. Tindakan-tindakan tersebut 
menurut para petani merupakan langkah praktis yang dapat mereka 
lakukan. Hal tersebut disebabkan karena secara yuridis mereka tidak 
mempunyai bukti secara tertulis bahwa mereka pernah menguasai tanah 
tersebut. 
Tindakan pematokan yang dilakukan oleh para petani di kelima desa 
yang dilakukan pada tanggal 17 Januari 2000, merupakan saat di mana 
sengketa tanah areal HGU tersebut mulai muncul. Hal itu dilakukan pada 
dasamya merupakan upaya untuk menandai wilayah yang dahulunya 
merupakan tanah garapan petani yang diambil oleh pihak perkebunan. 
Berdasarkan keterangan dari pihak PT. Pagilaran, bahwa luas areal HGU 
PT. Pagilaran yang dipatoki oleh para petani kurang lebih 500,12 hektar. 
Selain pematokan, para petani penggarap juga melakukan 
pengkaplingan tanah areal HGU di daerah Blok Batur, Desa Keteleng, 
Dukuh Pagilaran. Menurut keterangan dari PT. Pagilaran luas tanah yang 
dikapling oleh para petani adalah kurang lebih 8,5 hektar. Jumlah petani 
yang melakukan pengkaplingan kurang lebih 140 orang. Para petani yang 
melakukan pengkaplingan mendapatkan bagian yang rata-rata luasnya 600 
M2. 
Pada kenyataannya, dari 8,5 hektar yang dikapling oleh para petani, 
hanya kurang lebih 2,5 hektar saja yang ditanami, yaitu areal Perkebunan 
Pagilaran yang berupa kebun induk Polyklonal. Para petani terpaksa 
melakukan hal ini karena mereka sudah tidak lagi mempunyai tanah 
pertanian untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selain itu juga, para 
petani merasa kecewa karena PT. Pagilaran tidak menanggapi tuntutan 
untuk mengembalikan tanah yang dahulu merupakan hasil bukaan nenek 
moyang rnereka, sehingga tanah-tanah tersebut pada dasamya sudah 
menjadi hak para petani. 
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Ketika ditanyakan mengenai kepemilikan tanah  perkebunan tersebut 
kepada responden, mereke mengatakan bahwa tanah-tanah yang mereka 
kapling sebenamya merupakan milik PT. Pagilaran dengan status HGU. 
Mereka sengaja mengkapling tanah tersebut untuk didirikan rumah atau 
ditanami dengan tanaman palawija, sebagai tambahan makan sehari-hari 
Mereka juga dengan sengaja mencabut tanaman yang telah di tanam oleh 
PT. Pagilaran sama sekali tanpa ada ijin.  
 
b. Tidak ada kompensasi berupa ganti kerugian pada saat 
pengambilalihan tanah yang dilakukan antara tahun 1965-1967. 
Berdasarkan keterangan responden, mereka tidak pernah menerima 
uang ganti kerugian dari pihak perusahaan perkebunan pada saat 
pengambilalihan tanah. Bahkan apabila tidak mau menyerahkan tanah, 
maka mereka akan dicap sebagai PKI. 
Alasan yang sering diutarakan oleh para petani untuk meminta ganti 
kerugian atas pencabutan tanah garapan mereka dulu adalah bahwa tanah 
garapan petani yang diambil tersebut merupakan tanah hasil bukaan nenek 
moyang mereka. Tidak adanya ganti kerugian dalam proses 
pengambilalihan tanah garapan petani oleh PT. Pagilaran disebabkan 
situasi pasca G 30 S PKI. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh pihak 
Perkebunan untuk menekan para petani agar tanah garapannya dapat 
diambil alih secara paksa untuk kepentingan perkebunan tanpa adanya 
ganti kerugian. 
Penuntutan kembali (reclaiming) yang dilakukan oleh para petani 
merupakan upaya untuk mendapatkan kembali tanah yang dahulu diambil 
pihak perkebunan. Jika tidak mungkin untuk didapatkan, maka para petani 
menuntut pihak perkebunan untuk memberikan ganti kerugian dalam 
bentuk uang. Dengan tidak dipenuhinya tuntutan ganti kerugian tersebut 
menyebabkan para petani melakukan tindakan pendudukan tanah 
perkebunan, sehingga memicu berkembangnya sengketa tanah menjadi 
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tindakan yang bersifat destruktif, yaitu berupa pematokan, pengkaplingan, 
dan perusakan tanaman perkebunan.  
 
 
c. Pandangan negatif masyarakat sekitar areal HGU terhadapPT. 
Pagilaran. 
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat berbagai pandangan dan warga 
sekitar areal perkebunan tentang keberadaan PT. Pagilaran. Sebagian besar 
warga sekitar areal HGU PT. Pagilaran, terutama di Desa Keteleng, Dukuh 
Pagilaran berpandangan bahwa keberadaan PT. Pagilaran belum mampu 
meningkatkan kesejahteraan warga sekitar perkebunan. Faktor utamanya 
adalah berhubungan dengan rumah yang mereka tempati (emplasemen). 
Selain itu juga berhubungan dengan penghasilan yang didapatkan 
walaupun sudah lama bekerja di PT. Pagilaran. 
Sebenamya rumah yang mereka tempati di Pagilaran merupakan 
rumah peninggalan Belanda. Jadi sebelum dikuasai oleh Perkebunan 
Pagilaran tanun 1964. Pihak perusahaan sendiri belum pernah merenovasi 
perumahan yang ditempati oleh warga. Emplasemen yang ditempati oleh 
warga sekarang kondisinya kurang layak. Masing-masing rata-rata luasnya 
24 M2 (4 M x 6 M), yang ditempati oleh 2 sampai 3 keluarga.  
Menurut keterangan dan PT. Pagilaran, bahwa Pihak Perkebunan 
Pagilaran tetah berusaha mengikutsertakan masyarakat sekitar areal 
perkebunan untuk berpartisipasi dalam mengolah tanah area HGU. Wujud 
partisipasi tersebut adalah dengan mengangkat masyarakat sekitar areal 
kebun menjadi pegawai dan karyawan perkebunan. Sebagai wujud 
kepedulian kepada para pegawai dan karyawan Kebun Pagilaran, menurut 
keterangan dari Manajer Umum dan Personalia PT. Pagilaran, Pihak 
Perkebunan Pagilaran juga memperhatikan keselamatan kerja bagi para 
pegawai dan karyawannya. Selain hal tersebut di atas Pihak Perkebunan 
Pagilaran sebagai pemegang HGU telah berusaha menyediakan sarana 
prasarana untuk warga sekitar areal perkebunan, yang terdiri dari fasilitas 
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kesehatan. Fasilitas Pendidikan, Fasilitas Peribadatan, dan Fasilitas Mandi, 
Cuci. Kakus. 
Walaupun PT. Pagilaran telah berusaha melibatkan warga untuk 
berpartisipasi mengalola tanah HGU dan berusaha menyediakan sarana 
dan prasarana bagi warga sekitar, akan tetapi warga masih berpandangan 
bahwa sebagian besar masyarakat masih berada dalam keadaan miskin. 
Menurut masyarakat, PT, Pagilaran masih memberikan upah di bawah 
standar Upah Minimum Kabupaten Batang (UMK). Upah yang diterima 
oleh karyawan Perusahaan khususnya di bagian kebun berkisar Rp. 
150.000,00 sampai dengan Rp. 290.000,00 per bulan. Upah tersebut masih 
dibawah UMK Kabupaten Batang yang sekarang sebesar Rp. 320.000,00. 
Pandangan masyarakat sebagaimana tersebut di atas pada dasamya 
dilandasi adanya kecemburuan sosial yang melihat bahwa dengan 
keberadaan PT. Pagilaran seharusnya lebih peduli dengan kesejahteraan 
masyarakat sekitar perkebunan, tetapi justeru hanya memperhatikan 
kesejahteraan pemilik dan pengurus perusahaan, dengan memberikan 
fasilitas yang lengkap kepada para pengurusnya.  Disamping itu juga, 
pandangan negatif tersebut karena secara historis masyarakat kecewa PT. 
Pagilaran tidak menanggapi tuntutan masyarakat terhadap tanah-tanah 
yang diambil alih oleh Pihak Perkebunan puluhan tahun yang lalu.  
 
d. Ada yang memfasifitasi upaya para petani dalam melakukan 
penuntutan kembali (reclaiming) 
Masyarakat petani di Kabupaten Batang yang melakukan 
pengklaiman kembali (reclaiming) membentuk organisasi tani yang 
bernama Paguyuban Petani Korban PT. Pagilaran (P2KPP), yang berdiri 
pada bulan Januari tahun 1999. Organisasi ini merupakan wadah 
masyarakat tani dari kelima desa (Desa Keteleng, Desa Kalisari, Desa 
Bismo, Desa Gondang, dan Desa Bawang), yang bertujuan menuntut 
kembali tanah-tanah milik mereka yang telah diambil oleh PT. Pagilaran 
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seluas kurang lebih 450 hektar, dari total luas HGU PT. Pagilaran sebesar 
1.113,838 hektar, yang masa HGU-nya berakhir pada tahun 2008. 
Anggota P2KPP terdiri dari masyarakat di kelima desa yang 
berjumlah kurang lebih 1000 orang. Pengurus P2KPP terdiri dari Ketua 
dari kelima desa yang dijabat oleh Sutomo bin Atmo Pawiro, Wakil Ketua 
dijabat oleh Slamet bin Taryono dan Surano bin Munasili, Sekretaris 
dijabat oleh Suwito, dan Bendahara dijabat oleh Nuradi. Dengan status 
sebagai paguyuban, walaupun struktur organisasi yang masih sederhana, 
akan tetapi penekanannya lebih kepada aksi-aski secara nyata. 
Menurut keterangan dari pengurus P2KPP, tindakan pematokan, 
pengkaplingan, dan anjuran untuk menanami lahan yang telah dikuasai 
merupakan salah satu tindakan dalam upaya mendapatkan kembali tanah 
yang diambil tersebut. Setelah sebelumnya P2KPP telah mengadukan 
permasalahan tanah HGU tersebut ke instansi yang terkait, seperti DPRD 
Batang, BPN Batang, dan pihak Pemerintah Daerah Batang. Dan segi 
fasilitas dan finansial, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh P2KPP pada 
kenyataan terdapat pihak yang mendukung. Pihak tersebut adalah Partai 
Rakyat Demokratik, yang merupakan organisasi politik yang tertarik 
dengan perjuangan petani. Dari organisasi tersebut petani yang mengalami 
kesulitan secara finansial akan dibantu, tenmasuk fasilitas akomodasi 
ketika para petani terpaksa harus mengungsi karena tindakan represif dan 
aparat keamanan. Selain itu terdapat juga organisasi-organisasi lain, baik 
itu LSM, mahasiswa, maupun LBH, yang memberi dukungan secara moral 
kepada perjuangan para petani Pagilaran, termasuk adanya dukungan dari 
Komnas HAM. Organisasi-organisasi yang memberi dukungan secara 
moral antara lain Tim Gtgbungan Advokasi Rakyat Pagilaran (TEGAR 
PAGILARAN), Pusat Serikat Tani Merdeka, LKPSM, PBHI Yogyakarta, 
LBH Semarang, dan banyak lagi organisasi lainnya. 
Keberadaan organisasi petani P2KPP, dan dukungan dari organisasi-
organisasi, LSM, Organisasi Mahasiswa, dan Organisasi Masyarakat 
tersebut, diharapkan dapat menguatkan kedudukan petani untuk 
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melakukan penuntutan kembali (reclaiming). Dengan demikian sengketa 
yang mereka hadapi tidak hanya menjadi sengketa yang lingkupnya kecil. 
akan tetapi sengketa tanah HGU tersebut dapat menjadi perhatian publik 
lebih luas lagi.  
 
2. Faktor-faktor yang berasal dari PT. Pagilaran 
Pada saat warga mengerjakan lahan yang telah diperoleh melalui 
tindakan pengkaplingan, pada tanggal 11 Juli 2000, PT. Pagilaran bersama 
aparat kepolisian dari Polres Batang melakukan tindakan intimidasi dan 
kekerasan. Tanaman yang ditanam oleh petani di atas tanah kaplingan 
tersebut dirusak dan dicabuti oleh aparat keamanan. Sebanyak kurang 
lebih 21 orang, yang tergabung dalam organisasi petani P2KPP, dibawa 
oleh aparat keamanan untuk diperiksa. Selain melakukan penangkapan, 
aparat keamanan yang dibantu oleh warga yang pro-PT. Pagilaran, 
melakukan pemaksaan temadap para petani yang menjadi anggota P2KPP 
untuk menandatangani surat pemyataan keluar dari keanggotaan P2KPP, 
jika tidak mereka akan dibawa dan diperiksa oleh aparat keamanan. 
Oleh karena tindakan intimidasi dan kekerasan yang dilakukan oleh 
PT. Pagilaran melalut aparat keamanan sudah di luar batas, maka para 
petani bersama-sama dengan Lembaga Bantuan Hukum Semarang, Forum 
Perjuangan Petani Batang (FP2B), beberapa Organisasi Masyarakat, serta 
Organisasi Mahasiswa melakukan aksi solidaritas. Mereka secara bersama-
sama berupaya ke berbagai pihak dan instansi di tingkat daerah maupun 
pusat untuk men can dukungan terhadap perjuangan para petani. Sengketa 
tanah HGU tersebut kemudian diupayakan adanya penyelesaian dengan 
melibatkan instansi legislatif di tingkat daerah (DPRD Batang) maupun 
pusat. 
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IV. PENUTUP 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu 
sebagai berikut:  
A. Bahwa faktor-faktor terjadinya sengketa tanah HGU PT. Pagilaran dengan 
petani di Kabupaten Batang adalah : 
1. Faktor dari Petani, terdiri dari : 
a. Adanya klaim bahwa sebagian tan ah Perkebunan PT. Pagilaran 
adalah hak warga masyarakat. 
b. Tidak ada kompensasi berupa ganti kerugian pada saat pencabutan 
tanah yang telah dilakukan antara tahun 1965-1967. 
c. Pandangan   negatif  masyarakat  sekitar  areal   HGU   teitiadap   PT. 
Pagilaran. 
d. Ada yang memfasilitasi upaya para petani dalam melakukan 
penuntutan kembali (reclaiming). 
 
2. Faktor dari PT. Pagilaran adalah Pihak Perusahaan Perkebunan Pagilaran 
melalui aparat keamanan melakukan tindakan represif terhadap warga 
petani. 
 
B. Penyelesaian sengketa tanah HGU PT. Pagilaran Dengan Petani di Kabupaten 
Batang, terdiri dari :  
1.  Penyelesaian di Luar Pengadilan, terdiri dari : 
a. Upaya mencari dukungan di lembaga pengambil kebijakan. 
b. Pendataan ulang data fisik tanah HGU PT. Pagilaran untuk mencari 
peluang memperkuat kedudukan masyarakat yang pernah menguasai 
tanah. 
c. Penyelesaian di Pengadilan 
Penyelesaian yang hanya berada pada upaya menjerat melalui hukum 
pidana terhadap pemimpin aksi pematokan, pengkaplingan, dan 
penggarapan lahan HGU PT. Pagilaran, sehingga tidak menyelesaikan 
substansi sengketa tanah HGU tersebut. 
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